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ATURAN
UNDANG-
UNDANG MD3

AKAN JADI
PASAL KARET

Sejumliah akademikus dan
pakar hukum berencana
menggugatnya ke Mahkamah

Konstitusi.

JAKARTA Sejumlah akade-
mikus dan pakar hukum
akan mengajukan uji ma-
teri terhadap perubahan
Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Undang-
Undang MD3). Menurut me-
reka, sejumlah pasal dalam
undang-undang itu melanggar
konstitusi dan dapat mengkri-
minalkan masyarakat yang
mengkritik DPR.

Peneliti dari Pusat Kajian
Anti-Korupsi (Pukat) Univer-
sitas Gadjah Mada, Hifdzil
Alim, mengatakan lembaganya
akan mengajukan permohonan
uji materi ke Mahkamah
Konstitusi. “Tapi tunggu ada
nomor (undang-undangnya)
dulu,” kata dia saat dihubungi
Tempo, kemarin.

Pada Senin lalu, DPR me-
ngesahkanperubahanUndang-
Undang MD3. Menurut
Hifdzil, sejumlah pasal dalam
perubahan undang-undang
tersebut berpotensi mencip-
takan penyalahgunaan ke-
kuasaan. Pasal 122, misalnya,
menyatakan Mahkamah Ke-
hormatan Dewan (MKD) bisa
mengambil langkah hukum
terhadap perorangan, kelom-
pok, atau badan hukum yang
dianggap merendahkan ke-

hormatan: DPR
dan anggotanya.
Bahkan Pasal 73
menyebutkan DPR
berhak memanggil
paksa hingga melakukan
penyanderaan melalui
kepolisian. ”DPR merasa
tak bisa dikritik. Padahal;
penyelenggara negara tak bisa
menutup diri dari kritik,” ujar
dia.

DPR . juga memasukkan
pasal yang memperkuat
imunitas anggota Dewan
terhadap hukum. Pasal 245
menyebutkan pemeriksaan
anggota  DPR dalam tindak
pidana harus mendapat per-
setujuan presiden setelah
mendapat pertimbangan dari

Selain Pukat UGM, Forum
Masyarakat Peduli Parlemen
Indonesia (Formappi) bakal
menggugatperubahanundang-

undang itu. “Kami siapkan ‘

gugatan karena revisi undang-
undang ini hanya memasukkan

kepentingan DPR,? kata
peneliti Formappi, Lucius
Karus. Direktur Pelaksana

The Institute for Criminal Jus-
tice Reform (ICJR), Erasmus
Abraham Todo Napitupulu,
menyatakan hal senada.
“Ini prioritas. Kami akan
gugat konstitusionalitasnya,”
katanya.

Juru bicara Forum Guru
Besar Antikorupsi, Asep Sae-

SIKAP HAKIM
JADI KENDALA
PENGAJUAN
GUGATAN
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fuddin, mengatakan beleid
kontroversial itu bakal
menjadi pasal karet karena
tidak memiliki tolok ukur
yang jelas. Akibatnya, “Siapa
pun bisa jadi korban,” kata
Rektor Universitas Al Azhar
Indonesia itu.

Adapun Guru Besar Hukum
Tata Negara Universitas
Indonesia, Jimly Asshiddiqie,
mengatakan perubahan UU
MD3 itu hanya bertujuan
melindungi kelemahan DPR
dari kritik masyarakat. “Ini
reaksi temporal dari DPR
vang kerap dikritik. Mereka

membuat aturan tidak berpikir
untukjangkapanjang,’katanya.
Pakar hukum tata negara,
Refly Harun, juga mendukung
rencana pengajuan gugatan ke
MK. “Saya siap menjadi ahli.”
Ketua DPR Bambang Soe-
satyo membantah jika dika-
takan UU MD3 tak sesuai de-
ngan konstitusi.“Yang tak puas
.dapat mengajukan keberatan
ke MK,” ujarnya. Sedangkan
Presiden Joko Widodo tidak
bersedia berkomentar. “Nanti,
ya,” ujarnya.
@ DANANG FIRMANTO | HUSSEIN ABRI DONGORAN
| AHMAD FAIZ FRISKI RIANA



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

PDPFR KEEBEIRI K EEEEBREASADNM
BEERPENDAPAT

Saejuarmlah ialanmnsesarn rmaaaermpaersoalic=r =i
Paerulbbaharn Unmndameses- U dmndasanmseses PDVIED =S . Sejuaryal=aby
Pasal diiamnsaeasar rmmaalanmnsesSssasar Kkormnmstituea=ssi -
Baeriloa®t imi pernnd=aporat rrasaerabas=c

A <A LI U It TS T o
NNEGARS LI IWE RS T . AS
Fra s o N B BN R o

TSI A FE FAHMI

"ildracdanss-Lincd=anes VD= ryase l=arsesss=—anr oo ri=titus=si_
Saesuuaail denmgsga=san U nmncadanmseses U nmcadan e Dasasar O 9S=05

Fouarmesessi DFR hanngyralah lesislasi,. sarsEssssaar=ars., clar‘n
pengawasah Bual<zmar il<iatT-il<istT rrmacarnaaeaessal<i<asar

Fans<uarwe_

A< AR U<
LIPS INVE FRSI1T .S
ATRL AP GS GG

E o B =8 o & E_N . § = P o f
FEE FR A OSSO

Ao B 2 ey i o P L P

“lIdmcada=anmes-lUdmnadasanmses DT = bb=aki=al rmayaermirmaibooasilaaam
rmaaasaalahy da=arm rrmayaeanaesacablbhiri hakk mryraaasy ==ar=ablas=sat ssipyil

rarytaalc< rmaazvaeaemesslkkritilia O 77

S AT 251 A O
TECCEE S EIFRE

TEeisahhilllia=ammy == LUUUnmdarmnsesUimnd=amies PV ED=

s rmlbhoial<ia ruauaaEanmne rirmmimalisasi rmmodcdael BHhhb=arwes o
Fasarmii sSsSaywaamseslkkarm EDOPR ticadasal Tasid rmeaermnseshhv=arsesasi
I<cebaehbhasanmn bhberpaeracadd=sapasat. ™

F=REEKTLIFR FPPUS.29T ST Lol

PSS TI1TT ULISIE F.AARFKKLUIL T .50
FLULINRA ORIV ERSIT . AOAS

AN DAL AS,. FFEFRT SRS .AAFeEs

= lila=m DR mémperkuat Ririrmy = ryaaaermnjjaSadcdi ovaer
AL, cdernesar  rmaaernyvaelidiki siapa saja ser e
it s =mr=Kirdy = di Tes=ar

M rTaicd =arrnn=ati=arm S iEapaeaa sSsSas|aje .
Oaatasar wane diimssimkan Unmndamses- U mcad S

Eacsar A 9S995 07

FPEMNN G.ANLAT FPOLITIIER
LIPS W E RS T

Fu FR AT O D PSS

LTI SASSSOE T O

e rTmlbhoaat (OPR)) sSerrmarakl<irm j=awsbhy d=ari

“irai
i=amsl<a=acra=ar warmiuaryrg cdarnm sSwaara kkritis poosklik e

- HUSSEIN O ABRI DONGORAN | ANDRI EL FARLIOL I CHFfTRA >
I AGUIMNEGGS


http://www.tcpdf.org

